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Permodalan merupakan suatu masalah atau hambatan yang sering dihadapi
masyarakat dalam menjalankan usahanya, apalagi bagi golongan masyarakat
dengan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat pentingnya permodalan, maka
pemerintah daerah kabupaten klaten memberikan kebijakan untuk mendirikan
lembaga perkreditan yaitu PD. BPR Bank Klaten yang pada prinsipnya
menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun, dibalik pemberian kredit yang
sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya terdapat suatu risiko
kredit yang telah disalurkan mengalami masalah. Masalah tersebut salah satunya
adalah kredit macet. Hal tersebut dapat dikarenakan faktor eksternal maupun
internal, baik dari pihak PD. BPR Bank Klaten maupun pihak nasabah(debitur).
Apabila kredit mengalami kemacetan, tentu harus segera diselesaikan agar tidak
merugikan bank maupun nasabah. Untuk itu permasalahan yang ditemukan dalam
obyek ini adalah penyebab terjadinya kredit macet dan prosedur penyelesaian
kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten. Tujuan dari pembahasan ini adalah
mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten dan
bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini berupa desain
penelitian dengan obyek penelitian PD. BPR Bank Klaten Kabupaten Klaten, jenis
data dan sumber data berupa data primer dan sekunder, sedangkan teknik
pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, metode wawancara dan metode
kepustakaan. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai
PD. BPR Bank Klaten Kabupaten Klaten. Obyek kajian dalam penelitian ini
adalah prosedur penyelesaian kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten Kabupaten
Klaten.
Hasil dalam pembahasan penelitian menjelaskan bahwa penyebab
terjadinya kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten disebabkan oleh kedua belah
pihak, yaitu pihak bank maupun pihak nasabah (debitur). Salah satu penyebab
kredit macet adalah ketidakjujuran dari pihak nasabah yaitu agunan yang bukan
milik pribadi yang mengakibatkan sikap relatif tidak bersungguh - sungguh
sehingga mengakibatkan tidak terjadinya pelunasan kewajiban nasabah (debitur)
terhadap bank karena agunan bukan milik pribadi. Prosedur penyelesaian kredit
macet pada PD. BPR Bank Klaten yang dilakukan mengacu pada hasil
tindaklanjut surat dari Otoritas Jasa Keuangan Solo No.S-248/KO.421/2014
tentang Perkembangan Kinerja Bank.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya kredit macet
pada PD. BPR Bank Klaten yang sering terjadi dikarenakan ada itikad yang tidak
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baik dari nasabah (debitur) yaitu menggunakan agunan yang bukan milik sendiri
sehingga menyebabkan sikap relatif tidak bersungguh – sungguh dan
mengakibatkan tidak terlaksana dalam melakukan kewajibannya. Sedangkan
prosedur penyelesaian kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten berjalan dengan
baik dan sesuaiprosedur yang berlaku.





Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :
1. Allah SWT karena berkah dan ridho – Nya sehingga saya dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri
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2. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua saya yang selalu mendukung
dan memberikan kasih sayang yang berlimpah, serta kedua kakak saya
yang memberikan semangat dan dukungan sehingga saya mampu
menyelesaikan Tugas Akhir saya.
3. Semua teman – teman D3 Keuangan dan Perbankan 2011 yang telah
bersedia berbagi ilmu, suka, duka dan pengalaman.
4. Teman – Teman Kos Srikandi yang telah berbagi hidup dengan saya dan
selalu membantu saya.
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terkait Tugas Akhir yang saya butuhkan.
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Lembaga keuangan, seperti bank dan non bank mempunyai
peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Peran tersebut yaitu
lembaga keuangan, baik bank maupun non bank sebagai prasarana
menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun
1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Salah satu produk yang yang diberikan oleh bank dalam membantu
kelancaran usaha nasabah (debitur) adalah dengan pemberian kredit,
dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung
pertumbuhan ekonomi. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor
10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
2peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bank dari
memberikan kredit kepada nasabah (debitur) adalah sebagai berikut :
a. Mencari keuntungan
b. Membantu usaha nasabah
c. Membantu pemerintah
d. Membantu masyarakat
Di balik tujuan pemberian kredit yang sangat membantu
masyarakat dalam mengembangkan dan memperluas usahanya, dalam
pemberiannya kredit juga mempunyai kebaikan dan keburukan bagi
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang
apabila kredit tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun
kebaikan dan keburukan pemberian kredit adalah sebegai berikut
(http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/syarat-syarat-jenis-jenis-fungsi-
manfaat-kebaikan-dan-keburukan-kartu-kredit-bank.html):
a. Kebaikan pemberian kredit :
1. Meningkatkan produktivitas
2. Memperlancar konsumsi barang dan jasa
3. Memperlancar tukar menukar atau perdagangan
4. Memperlancar arus peredaran uang dan barang
b. Keburukan pemberian kredit :
31. Produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan (over
production) sehingga dapat menjatuhkan harga barang.
2. Timbul spekulasi dalam perdagangan, sehingga membawa
akibat yang tidak baik.
3. Dapat menimbulkan inflasi karena meningkatnya jumlah
uang yang beredar.
4. Kredit konsumtif dapat mendorong masyarakat untuk hidup
melebihi kemampuannya.
5. Kredit produktif memberi kesempatan kepada orang –
orang untuk mendirikan badan usaha dengan mencoba –
coba atau secara ekonomis tidak dapat
dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan
kegagalan.
Pemberian kredit dari pihak perbankan dapat membantu dan
meringankan masalah keuangan bagi para pelaku usaha bisnis, baik yang
berpotensi besar, menengah, maupun yang kecil, karena dengan menerima
kredit dari perbankan para pelaku usaha tersebut dapat mengembangkan
dan memperluas usahanya. Oleh karena itu pihak perbankan sebelum
memberikan kredit ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam
rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola
tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:
a. Harus menggunakan prinsip kehati – hatian
4b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan
yang diperjanjikan
c. Wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan
masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank
d. Harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat
Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
nasabah (debitur), maka pihak bank sebelum memberikan kredit harus
menilai calon nasabah  dengan seksama terhadap character (watak),
capacity (kemampuan), capital (modal), condition of economy (kondisi
ekonomi), collateral (agunan/jaminan), constrain (faktor hambatan).
Dalam menjalankan usahanya bank menggunakan prinsip prudent
(prinsip kehati-hatian), oleh karena sebelum fasilitas kredit diberikan
kepada nasabah diharuskan adanya agunan kredit/jaminan kredit. Definisi
dari agunan menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan adalah  jaminan tambahan yang diserahkan oleh
nasabah atau debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
Fungsi dari pemberian barang jaminan adalah guna memberikan
hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan
barang-barang jaminan tersebut, bila suatu nasabah /debitur sudah tidak
mampu membayar kewajibannya pada jangka waktu tertentu atau pada
5saat jatuh tempoh atau pada saat terjadinya kredit bermasalah. Kredit
bermasalah dapat di katakan apabila debitur telah dianggap mengingkari
janji untuk membayar bunga dan kredit induk yang jatuh tempo sehingga
terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.
Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit
macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah
kredit macet. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit
macet adalah rescheduling, reconditioning, dan restructuring.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk
mengetahui dan mempelajari mengenai terjadinya kredit macet dan tata
cara penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
mengambil judul “PROSEDUR PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI PD.BPR BANK KLATEN KABUPATEN KLATEN”.
B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan
permasalahan yang akan diteliti dan untuk memperjelas objek yang
telah ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada
PD.BPR Bank Klaten, baik dari pihak debitur maupun
kreditur?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada PD.BPR
Bank Klaten?
6C. Tujuan penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka
penelitian yang penulis lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada
PD.BPR Bank Klaten, baik dari pihak debitur maupun pihak
kreditur.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet pada
PD.BPR Bank Klaten.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi penulis
Sebagai sarana pembelajaran dan penambahan wawasan
mengenai terjadinya kredit macet dan prosedur
penyelesaiannya pada PD.BPR Bank Klaten.
2. Bagi PD.BPR Bank Klaten
Dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki
kekurangan yang ada dalam upaya pengembangan perusahaan
dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait
penyelesaian kredit macet.
3. Bagi masyarakat
Sebagai media informasi dalam pertimbangan mengambil
keputusan dalam menggunakan kredit sehingga tidak
menimbulkan kegagalan atau masalah.
7E. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan desain
kasus. Dimana dalam rumusan masalah ada pertanyaan “apakah” dan
“bagaimana” menjadi masalah utamanya. Dalam penulisan ini penulis
diharuskan membuat suatu deskripsi / analisis yang terbatas pada
permasalahan penyebab terjadinya kredit macet serta prosedur
penyelesaiannya pada PD.BPR Bank Klaten.
2. Objek Penelitian
Penelitian dilakukan pada PD.BPR Bank Klaten yang
beralamatkan di Jl. Veteran No. 140 Klaten.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan Tugas
Akhir ini ada 2, yaitu meliputi :
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya
ataupun diperoleh langsung dengan melakukan pengamatan. Data
primer tersebut adalah hasil dari wawancara secara langsung
dengan hasil wawancara yang diolah oleh penulis.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang telah ada sebelumnya, data – data dari
perusahaan yang dijadikan sumber data, dan juga studi pustaka dari
8buku – buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Data sekunder tersebut adalah buku peraturan yang diperoleh dari
bank dan buku referensi dari perpustakaan daerah klaten.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Metode observasi
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara
mengamati langsung sistem kerja dan mengamati komunikasi
antara pegawai PD.BPR BANK KLATEN KABUPATEN
KLATEN.
b. Metode Wawancara
Metode ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pegawai
PD.BPR BANK KLATEN KABUPATEN KLATEN sesuai
dengan tugas masing – masing.
c. Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur serta lainnya
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti guna




Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan,
artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang
(kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank
juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau
menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti
pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uan kuliah, dan pembayaran
lainnya (Kasmir,2009:25).
Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hermansyah,2008:8).
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B. Fungsi Bank
Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketententuan pasal
3 Undang – Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama
perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara
pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan
pihak – pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (lacks of
funds) (Hermansyah, 2008 : 20).
C. Jenis – jenis Bank
Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan ataupun undang – undang perubahannya, yaitu Undang –
Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis bank hanya dikenai dua jenis, yaitu :
a. Bank Umum
b. Bank Perkereditan Rakyat (BPR)
Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1
angka 3 dan 4 Undang – Undan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yan dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
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Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”
Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasaarkan pada segi funsi
bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan
yang dapat diselenggarakannya (Djumhana, 2006 : 111).
D. Pengertian BPR
Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana
sebagai usaha BPR.
Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai
berikut, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Perkreditan
Desa, Bank Pegawai, Lumbung Pilihan Nagari (LPN), Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit
Keccamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (BKPD), dan/atau
lembaga – lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang –
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Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan
tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa
keberadaan lembaga – lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan
masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka
keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu Undang – Undang
Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga – lembaga
dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan
dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status
lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat)
E. Pengertian Kredit
Kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti
kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah
kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit
(kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan
datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa
yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Abdullah
dan Tantri, 2014 :162).
Dalam Abdullah dan Tantri (2014) Raymond P. Kent mengatakan
bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan
datang, karena penyerahan barang – barang sekarang. Menurut Undang –
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Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnyasetelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa prestasi yang wajib
dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak
semata – mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
F. Unsur – Unsur Kredit
Suyatno, dkk (1995 : 14), mengemukakan bahwa unsur – unsur
kredit terdiri atas :
1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa
prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang,
atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam
jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima
pada masa yang akan datang.
3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai
akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara
pemberi prestasi dengan konttraprestasi yang akan diterima
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kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin
tinggi pula tingkat resikonya.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk
uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa.
G. Tujuan Kredit
Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan
tersebut tidak akan terlepas dari misi bank yang didirikan. Adapun tujuan
utama pemberian kredit (Abdullah dan Tantri, 2014:166):
1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan memperoleh hasil dari
pemberian kredit tersebut hasilnya teritama dalam bentuk
bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya
administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana
investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana
tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.
3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan
oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin
banyak kredit berarti semakin banyak adanya peningkatan
pembangunan di berbagai sektor.
H. Fungsi Kredit
Di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi
sebagai berikut (Kasmir, 2009:101):
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1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang
hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang
berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi
berguna untuk menghasilkan barang ataujasa oleh si penerima
kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yaitu uang
yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah
ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan
uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan
memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, yaitu kredit yang
diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk
mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau
bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang, maksudnya kredit dapat
memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya
sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke
wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula
meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, maksudnya dengan adanya
kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang
diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula kredit membantu
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mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga
meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha,maksudnya bagi
penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegiatan
berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas –
pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak
kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal
meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk
membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan
tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, maksudnya
dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan
saling membutuhkan anatara si penerima kredit dengan si
pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan
meningkatkan kerjasama di bidang lain.
I. Jenis – jenis Kredit
Kredit yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat
untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis – jenis
kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Abdullah dan Tantri,
2014:169) :
1. Dilihat dari segi kegunaan
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a. Kredit Investasi biasanya digunakan untuk keperluan
perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau
untuk keperluan rehabilitas. Contoh : untuk membangun
pabrik atau membeli mesin yang periode pemakaiannya
jangka lama
b. Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh :
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai.
2. Dilihat dari segi tujuan
a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan
usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan
untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh : membangun
pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.
b. Kredit Konsumtif, yang digunakan untuk dikonsumsi
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan
barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau
dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contoh : kredit
mobil
c. Kredit Perdagangan, yang digunakan untuk perdagangan,
biasanya untuk membeli barang dagangan yang
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
tersebut. Contoh : kredit ekspor impor.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
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a. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki
jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun
dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
Contoh : peternakan
b. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa
pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang
pwaktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
Contoh : investasi perkebunan karet
4. Dilihat dari segi jaminan
a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu
jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang
berwujud atau bukan berwujud atau jminan orang. Artinya
setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai
jaminan yang akan diberikan calon debitur.
b. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpajaminan
barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan
dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas
atau nama baik calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari sektor usaha
a. Kredit Pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor
perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian
dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
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b. Kredit Peternakan, kredit yang dalam hal ini untuk jangka
pendek misal peternakan ayam, sedangkan untuk jangka
panjang peternakan sapi.
c. Kredit Industri, kredit untuk membiayai indistri kecil,
menengah atau besar.
d. Kredit Pertambangan, yang biasanya dibiayai jangka
panjang misalnya tambang emas, minyak, atau timah.
e. Kredit Pendidikan, kredit yang digunakan untuk
membangun sarana dan prasaran pendidikan atau dapat
berupa kredit untuk mahasiswa.
f. Kredit Profesi, kredit yang diberikan kepada guru
profesional, seperti dosen, dokter atau pengacara.
g. Kredit Perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan
atau pembelian perumahan.
J. Prinsip – Prinsip Kredit
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa
yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Keyakinan
tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut
disalurkan. Penilaian kriteria tersebut dilakukan dengan analisis 5 C dan 7
P (Kasmir, 2015 : 136).
Adapun penilaian dengan analisis 5C sebagai berikut:
1. Character, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau
watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar –
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benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat
dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah,
baik yang bersifat latar belakang pekerjaan mauoun yang
bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang
dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat
atau watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan”
nasabah untuk membayar.
2. Capacity, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan
nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat
kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini
dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan
pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya,
sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan
kredit yang disalurkan. Capacity juga sering disebut juga
capability.
3. Capital, melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak,
dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi
dan laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti
dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran
lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber
mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase
modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan
dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
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4. Condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai segi
kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarand dan
prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi
atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar –
benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan
kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah
baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya
melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus
diteliti leabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi
masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat
dipergunakan secepat mungkin.
Sedangkan analisis 7 P adalah sebagai berikut :
1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya
atau tingkah lakunya sehari – hari maupun kepribadiannya
masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi,
tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi  suatu
masalah dan menyelesaikannya.
2. Party, yang mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi
tertentu atau golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal,
loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke
dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda
dari bank.
22
3. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam
mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan
nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam
sesuai kebutuhan.
4. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan
datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain
mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat
jika suatau fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai
prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.
5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah
mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber
mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak
sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik.
Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi
oleh usaha lainnya.
6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan
nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode
ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin
meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan
diperolehnya.
7. Protection, adalah bagaiman menjaga agar kredit yang
diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit
yang diberikan benar – benar aman. Perlindungan yang
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diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang
atau jaminan asuransi.
K. Kualitas Kredit
Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu
diberikan ukuran – ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan
kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut (Kasmir, 2015 : 130) :
1. Lancar (Pas), artinya kredit yang disalurkan tidak
menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar
apabila :
a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu.
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan anggunan tunai
(cash collateral).
2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention), artinya perhatian
khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga
perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalamperhatian khusus
apabila memenuhi kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang
belum melampaui 90 hari.
b. Kadang – kadang terjadi cerukan,
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang
diperjanjikan.
d. Mutasi rekening relatif aktif,
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e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (Substandard), artinya kredit yang diberikan
pembayarannya sudah mulai tersendat – sendat, namun nasabah
masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila
memenuhi kriteria berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang
telah melampaui 90 hari.
b. Sering terjadi cerukan,
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
lebih dari 90 hari.
d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
f. Dokumen pinjaman lemah.
4. Diragukan (Doubtful), artinya kemampuan nasabah untuk
membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan
apabila memenuhi kriteria berikut :
a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau
bunga yang telah melampaui 180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalis bunga.
e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikatan jaminan.
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5. Macet (Loss), artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk
membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi
macet apabila memenuhi kriteria berikut :
a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau
bunga yang telah melampaui 270 hari.
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai yang wajar.
L. Pengertian Kredit Macet
Ada beberapa pengertian kredit bermasalah / macet, yaitu sebagai
berikut (Ikatan Bankir Indonesia(IBI), 2015 : 91) :
1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum
mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di
kemudian hari bagi bank dalam arti luas
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban –
kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali
pokoknya dan/ atau pembayaran bunga, denda keterlambatan,
serta ongkos – ongkos bank yang menjadi beban debitur
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya,
terutama apabila sumber – sumber pembayaran kembali yang
diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali
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kredit sehingga belum mencapai / memenuhi target yang
diinginkan oleh bank
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali
sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi
kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki
kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank
dalam arti luas
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban –
kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran
kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran
ongkos – ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur
yang bersangkutan
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan,
dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
Bagi bank, semakin dini menganggap kredit yang diberikan
menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak
semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak
terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.
M. Penyebab Terjadinya Kredit Macet
Pada dasarnya pemberian fasilitas kredit mengandung suatu risiko
kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan
kerugian bagi bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi
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nasabah/debitur dan dari sisi bank/kreditur), dapat mempengaruhi kelancaran
kewajiban debitur kepada pihak bank sehingga kredit yang telah disalurkan
kepada debitur berpotensi mengalami kegagalan atau kemacetan. Terkait
dengan hal tersebut, inilah penyebab terjadinya kredit macet secara umum
menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015 : 92) :
1. Kondisi Lingkungan Eksternal, antara lain sebagai berikut ;
a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi
segmen usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan
tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan
pengelola perusahaan
b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan
perubahan preferensi pelanggan sehingga menyebabkan usaha
debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
c. Faktor geografis yang terkait dengan bencana alam yang
mempengaruhi usaha.
2. Kondisi Internal, dapat dilihat dari dua sisi, antara lain sebagai
berikut :
a. Dari sisi debitur
 Sikap kooperatif debitur menurun dan adanya itikad yang
kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
 Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang
seharusnya sesuai perjanjian dengan bank.
 Strategi usaha yang tidak tepat.
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 Konflik di dalam manajemen, organisasi dan kepegawaian
yang berpengaruh terhadap bisnis perusahaan.
b. Dari sisi bank
 Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga
terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan
mitigasinya.
 Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang lemah
 Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek agunan
maupun pengikatannya.
 Adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan bank terkait
dengan penyaluran kredit kepada debitur.
Suatu fasilitas kredit yang bermasalah biasanya menunjukkan
tanda – tanda atau indikasi akan mengalami masalah. Adapun hal yang
menunjukkan indikasi kredit bermasalah secara umum menurut Ikatan
Bankir Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada
bank (adanya tunggakan).
2. Pos – pos laporan keuangan serta rasio keuangan debitur
menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
3. Proyeksi arus kas debitur yang menunjukkan ketidakmampuan
debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank.




A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Penjelasan  Umum
Sejarah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Klaten tidak
dapat dipisahkan dari sejarah hari jadi pemerintah Kabupaten Klaten.
Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang No
22 tahun 1948 juncto Undang-Undang no 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerintah No 32 tahun 1950. Dengan pelantikan anggota DPRDS
Kabupaten Klaten pada tanggal 28 Oktober 1950, maka resmilah
berdirinya Pemerintah Daerah Otonom dengan aparat bidang Pemerintah,
Legislatif DPRDS menggantikan Badan Perwakilan Rakyat.
Setelah pemerintah Kabupaten Klaten berdiri, maka sejak tanggal 1
Agustus 1951 dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang
Pendirian bank Pasar yaitu Perda No 12/Per/DPRD/51 tanggal 1 Agustus
1951. Sebagai pelaksana dari pada Peraturan Daerah tersebut dibuatlah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank Pasar yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan tanggal 22-11-1951 No. 5/SK/’51.
Azas dan tujuan Bank pasar pada waktu itu sebagai berikut :
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- Bank pasar diselenggarakan untuk membuka jalan agar pedagang
pedagang dalam masyarakat kalangan pedagang merasa sebagai
anggota keluaga sendiri
- Membimbing pinjaman modal untuk menolong kepada para
penjual di pasar (pedagang kecil) agar dapat menghimpun modal
seara menabung
- Memberikan pinjaman modal untuk menolong kepada para
penjual di pasar (pedangan kecil).
Bank Pasar merupakan salah satu usaha Daerah dan merupakan salah
satu saksi dari para bagian penghasilan daerah.  Pendapat bungan Bank
pasar lagnsung menjadi pendapatan daerah. Karena terjadi sanering pada
tahun 1965 pelaksanaan dari pada keputusan Presiden No 13/1965 tentang
perubahan nilai uang dari Rp.1.000,- menjadi Rp. 1,- maka bank pasar
terpaksa menghentikan aktivitasnya, termasuk bank  kesejahteraan buruh,
dan Bank desa.
Dengan diserahkannya Bank Desa pada tahun 1967 kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka Pemerintah Kabupaten
Klaten mempunyai tiga macam bank yang semuanya dalam keadaan non
aktif. Kemudian Bupati Kepala Daerah mengusulkan kepada DPRD agar
usaha bank tersebut ditingkatkan dalam bentuk Perusahaan Daerah.
Dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Klaten tanggal 8 Juni 1967 no
7/SK/DPRD/1967 tentang Penunjukan Bank Pasar, Bank Kesejahteraaan
Buruh dan Badan Kredit Desa menjadi perusahaan daerah pemerintah
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daerah Kabupaten Klaten dengan nama “Bank Daerah” dan berstatus
Badan hukum. Dengan adanya SK DPRD tersebut maka Bupati Kepala
Daerah dengan SK tanggal 26 Oktober 1967 no Adm IV/146/SK/Kdh/’67
menetapkan pedoman Pelaksaan Bank Daerah .
Pedoman pelaksanaan perusahaan daerah bank pasar kabupaten Dati
II klaten sebagai pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah no 2 tahun 1980
ditetapkan SK tanggal 22 Juli 1980 no 188.4/1033/539/166/13.
Sejak itu  bank pasar mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan
dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 September
1980 No. KEP.036/KM.11/1980 yang berisi antara lain “Memberi ijin
kepada PD Bank Pasar Kabupaten daerah tingkat II Klaten NPWP 729.107
H Alamat Jl.Pemuda Utara No 1 Klaten Jawa Tengah untuk melakukan
Usaha bank Pasar”
Dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 22 Juli 1980
no 188.4/1033/539/166/13 tersebut ditetapkan antara lain : Perusahaan
daerah bank pasar meliputi : sektor kredit pasar, sektor kredit desa, sektor
kredit karyawan uang, sektor kredit karyawan barang, sektor kredit
pembangunan.
Seriring berjalannya waktu serta dalam rangka menghadapi
perekonomi yang bergerak cepat, dan kompetitif dengan tingkat tantangan
yang semakin kompleks maka dengan Peraturan Daerah Kabupate Klaten
Nomor 6 Tahun 2010 pada Bab II pasal 2 perusahaan daerah bank
Perkreditan Bank Pasar kabupaten Klaten diganti namanya menjadi PD
32
BPR Bank Klaten. Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Klaten dan
membuka kantor Cabang, Kantor Kas, atau Unit unit pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2. Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnya bank yang sehat, tangguh, bermanfaat dan prima dalam
pelayanan
b. Misi
- Memberikan citra yang sehat
- Memberikan mutu pelayanan dan memperluas jangkauan
pelayanan yang optimal
- Memberikan hasil yang baik
3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselenggarakan PD BPR Bank Klaten antara lain :
a. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan daerah
b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan
meningkatkan taraf hidup rakyat
4. Badan Hukum
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a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
b. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah
c. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang
Bank Perkreditan Rakyat
d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2010 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Klaten”
Kabupaten Klaten
5. Pemegang saham
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten bahwa PD  BPR
Bank Klaten adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah,
Kabupaten Klaten yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten.
6. Permodalan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten klaten Nomor 6 Tahun 2010,
Untuk modal PD BPR Bank Klaten ditetapkan Rp. 20.000.000.000,- (dua
milyar rupiah). Modal disetor PD BPR bank Klaten ditetapkan
Rp. 9.942.682.816,79. Pemerintah daerah menambah modal yang disetor
secara bertahap yang besarnya ditentukan dengan Keputusan bupati yang
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telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sesuai
kemampuan keuangan daerah dan atau dari sumber dana keuangan lain
yang sah.  Modal PD BPR Bank Klaten merupakan kekayaan daerah yang
terpisah.
7. Pengurus PD BPR Bank Klaten
a. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah
Daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan
Perusahaan Daerah dan salah satunya berasalah dari luar lingkungan
Pemerintah Derah. Proses pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati
paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota
Dewan Pengawas yang lama berakhir.
b. Direksi
PD BPR Bank Klaten dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur
Utama dan Direktur. Sedangkan Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga)
orang, yang salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
Anggota Direksi diutamakan dari PD PBR Bank Klaten dan dilarang
merangkap jabatan. Proses pengangkatan Anggota direksi oleh Bupati
setelah  menerima keputusan dari Bank Indonesia. Anggota direksi
dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati. Direksi mempunyai
tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan PD BPR Bank Klaten.
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Anggota Direksi :
1. Direktur Utama : Tulus Yunianto,SE
2. Wakil Direktur : Dewi Ekosari K. SE.MM
Rina Setyowati, SE
H. Opan Kristiawan, SE
Ari Sasmita Jati, SE
Hj. Ismiyati
Hj. Eny Roosmawati, SH
Muh Nur Hidayat, SH
8. Struktur Organisasi
Untuk membantu kelancaran kerja dalam pelaksanaa tugas suatu
organsiasi, maka diperlukan pembagian tugas yang jelas dan tegas diantara
masing-masing satuan organisasi, pengaturan hubungan kerja sama antara
satuan organisasi, garis kewenangan dan pertanggungjawaban ditungkan
dalam struktur organsasi.
Dalam menjalankan tugasnya direksi telah menetapkan struktur organisasi
Nomor PDBPRBK/SK/Dir/60/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
a. Gambar struktur organisasi
Berikut ini merupakan struktur organisasi PD BPR Bank Klaten yang
dinyatakan dalam gambar yaitu :
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi






















































Dengan demikian dapat diuraikan susunan organisasi masing-masing





a. Bagian hukum kepatuhan dan manajemen risiko
1. Subbag hukum dan dokumentasi
b. Bagian kredit
1. Koordinator kredit UMK daerah dan penyelesaian kredit
2. Subbag kredit UMK daerah
3. Subbag kredit karyawan
4. Subbag
5. kredit UMK pusat
c. Kantor cabang




1. Subbag dana dan pelaporan
2. Subbag pelayanan dan kas
3. Kantor kas
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e. Bagian akuntansi,Anggaran dan TI
1. Subbag TI, pelaporan dan pemeliharaan data
2. Subbag akuntansi dan anggaran
f. Bagian umum
1. Subbag SDM
2. Subbag TU dan RT
9. Produk-produk PD Bank Klaten
a. Produk Penghimpunan Dana
1. Tabungan
a. Ketentuan Umum
Tabungan PD Bank Klaten diperuntukkan bagi penabung
perseorangan/perusahaan/lembaga, terdiri dari :
1. Tabungan Semar (Sejahtera Untuk Masyarakat)
a. Tabungan semar adalah tabungan berhadiah
b. bunga diperhitungkan harian dan besarnyadiatur terdiri
sesuai SK Direksi.
c. Dikenakan biaya adminitrasi sesuai aturan
d. Pembukaan rekening minimal Rp. 50.000,- berlaku
kelipatannya, akan mendapatkan 1 (satu) poin undian
e. Untuk setoran tunai selanjutnya minimal Rp. 20.000,-
f. Saldo minimal tinggal adalah Rp. 25.000,- tetapi
apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada
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transaksi, maka akan dilakukan penutupan secara
otomatis
g. Tabungan berhadiah ini tidak diperkenankan untuk
pegawai bank Klaten Kabupaten Klaten
2. Tabungan Simanis (Simpanan Masyarakat Insah
Sejahtera)
a. Bunga dihitung harian dan besaran bunganya diatur
tersendiri sesuai SK Direksi
b. Dikenakan biaya administrasi sesuai aturan
c. Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 50.000,-
d. Untuk setoran tunai selanjutnya minimal adalah sebesar
Rp. 25.000,- tetapi apabila dalam waktu 6 (enam) bulan
tidak ada transaksi, maka akan dilakukan penutupan
secara otomatis
3. Tabungan Desa
a. Bunga dihitung harian dan besaran bunganya diatur
tersendiri sesuai SK Direksi
b. Dikenakan biaya administrasi sesuai aturan
c. Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 100.000,-
d. Untuk setoran tunai selanjutnya minimal adalah sebesar
Rp. 50.000,-
e. Saldo minimal tinggal adalah Rp. 25.000,- tetapi
apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada
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transaksi, maka akan dilakukan penutupan secara
otomatis.
4. Tabungan Bung Mapan (Tabungan Tambah Mapan)
a. Tabungan diperuntukkan bagi siswa sekolah
b. Tabungan dikoordinir oleh sekolah
c. Bunga dihitung harian dan besaran bunganya diatur
tersendiri sesuai SK Direksi
d. Tidak dikenakan biaya administrasi
e. Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 10.000,-
f. Untuk setoran tunai selanjutnya minimal adalah sebesar
Rp. 5.000,-
2. Deposito Berjangka
a. Deposito diperuntukkan bagi penyimpan deposito baik
perorangan atau badan hukum
b. Penyetoran dan pengambilan deposito dapat dilakukan pada
jam kerja bank
c. Sebagai bukti penyimpanan deposito bank akan menerbitkan
bilyet deposito yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang di Bank
d. Nominal awal setoran deposito adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
e. Jangka waktu penyimpanan deposito adalah 1, 3, 6, 9, dan 12
bulan
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f. Pencairan deposito yang belum jatuh tempo dikenakan penalti:
perhitungan bunga yang belum dibayarkan pada saat pencairan
deposito (break) maka bunga tersebut tidak dibayarkan
g. Penabung tidak dikenakan menitipkan bilyet deposito kepada
bank, kecuali sebagai jaminan kredit di bank
h. Pencairan deposito dapat dilakukan dengan menunjukkan bilyet
deposito. Apabila pengambilan dilakukan bukan oleh pemilik,
maka harus dilengkapi surat kuaa bermaterai cukup dengan
dilampiri idenitas asli pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
i. Jika bilyet deposito hilag,maka penabung wajib melaporkan
kepada bank dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari
kepolisian dan surat pernyataan kehilangan, kemudian bank
akan menerbitkan bilyet pengganti sekaligus membebankan
pengganti bilyet deposito dan besaran rp. 15.000,-
j. Simpanan dalam bentuk deposito dijamin oleh Lembaga
Penjamin Simpanan sesuai dengan besarnya batas maksimum
penjaminan.
b. Produk Penyaluran Dana
Penyaluran dana pada PD Bank Klaten melalui berbagai macam kredit
yang diberikan kepada para debitur. Kredit yang diambil oleh para
debitur berbeda-beda tergantung dari kebutuhan masing-masing.
Macam-macam kredit di PD Bank Klaten, yaitu :
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1. Kredit Umum
Kredit  umum  adalah kredit yang berikan oleh bank untuk segala
kebutuhan dana calon nasabah.
2. Kredit Pegawai
Kredit pegawai adalah kredit yang diperuntukkan bagi PNS, TNI,
Polri, BUMN, BUMD swasta.
3. Kredit Laptop
Kredit laptop adalah kredit yang diberikan untuk pembelian laptop
guna memenuhi kebutuhan informasi teknologi yang semakin
berkembang pesat.
4. Kredit Kelompok
Kredit kelompok ini dikhususnya untuk kelompok
kerja/usaha/investasi dan industri yang dikelola bersama-sama.
5. Kredit Multiguna
Kredit multiguna diberikan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat
musiman/jangka pendek.
B. Penyebab Terjadinya Kredit Macet
Secara umum penyebab terjadinya kredit macet sudah dibahas pada
bab sebelumnya. PD. BPR Bank Klaten sendiri dalam faktanya
mengungkapkan bahwa penyebab kredit macet rata – rata disebabkan
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karena unsur kesengajaan oleh debitur itu sendiri. Antara lain sebagai
berikut :
1. Dari sisi debitur (nasabah)
a. Sikap kooperatif debitur menurun dan ada itikad kurang baik
dari debitur. Contoh : debitur sengaja tidak membayar
kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
b. Kerugian yang dialami usaha dari debitur mengakibatkan
kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian.
c. Unsur ketidaksengajaan yang dialami debitur karena terjadi
musibah sehingga debitur tidak mampu memenuhi
kewajibannya.
2. Dari sisi kreditur (bank)
a. Analisis kredit yang kurang teliti mengakibatkan
ketidaktepatan dalam penilaian risiko.
b. Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada
debitur kurang memadai.
Beberapa hal tersebut di atas terjadi pada debitur yang menggunakan
fasilitas kredit PD. BPR Bank Klaten. Rata – rata para debitur yang
mengalami kredit macet dikarenakan adanya tunggakan dalam melaksanakan
kewajibannya. Dan biasanya alasan dibalik tunggakan tersebut adalah unsur
internal dari debitur itu sendiri. Sikap atau character dari debitur yang kurang
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baik mengakibatkan faktor utama terjadinya kredit tersebut macet. Apabila
ada kredit bermasalah atau macet, tentu akan ada penyelesaiannya. Berikut
penyelesaian kredit macet secara umum menurut Ikatan Bankir Indonesia
(2015 : 93)
1. Rescheduling
Merupakan penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit hanya
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa
tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua debitur
diberi kebijakan ini oleh pihak bank, hanya debitur yang memiliki itikad
dan karakter yang jujur serta memiliki kemauan untuk melunasi kredit.
a. Bentuk rescheduling
 Perpanjangan jangka waktu kredit
 Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
 Perpanjangan waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan
angsuran kredit
 Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau
tubggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah
angsuran
 Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan
tunggakan bunga kredit
b. Syarat rescheduling
 Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
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 Debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan
untuk membayar dan ada keyakinan bahwa debitur tetap
berminat untuk meneruskan usahanya
 Agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi
syarat yuridis
Dalam proses rescheduling, tunggakan pokok dan bunga dijumlah
untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya untuk dibuat
perjanjian rescheduling sendiri.
2. Reconditioning (persyaratan ulang)
Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku
bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan
persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut termasuk
penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi
equity perusahaan.
a. Bentuk reconditioning
 Perubahan tingkat suku bunga
 Pemberian keringanan tunggakan suku bunga
 Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah




Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lain
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit. Dalam
reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan
pembebasan sebagian bunga tertunggak atau pemberhentian
perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan
kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan
menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.
3. Restructuring
Merupakan upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat –
syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh
atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi
seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity
bank, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning.
a. Bentuk restructuring
 Penambahan kredit investasi pada alat – alat produksi dalam
rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau
dalam rangka meningkatkan usahanya
 Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan
usahanya secara optimal
 Mengadakan penjualan aktiva yang tidak lagi produktif untuk
menambah modal kerja/investasi pada alat – alat produksi yang
lebih tepat guna atau untuk menurunkan tunggakan bunga
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 Penjualan aset yang tidak begitu pengaruh terhadap operasi
perusahaan
b. Syarat restructuring
Tindakan ini dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai
itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan faktor – faktor yang
mendukung tindakan restructuring, misalnya ada pemasaran produk
nasabah yang masih baik, kondisi mesin/pabrik/proses.sarana produksi
yang masih baik dan masih dapat ditingkatkan. Untuk keperluan
produksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan
bahan baku dan kondisi secara global masih cukup mendukung.
4. Manajemen Assistancy
Merupakan bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang
diberikan bank pada nasabah yang masih mampu. Jika kondisi nasabah
atau debitur tidak membaik seseuai dengan yang diharapkan melalui
langkah penyelamatan, maka dapat dipertimbangkan penyelesaian kredit
bermasalah. Namun tindakan ini harus didasarkan pembuktian secara
kuantitatif merupakan tindakan yang paling menguntungkan bagi bank.
5. Debt to Equity Swap
Merupakan suatu kesepakatan untuk menukar utang dengan saham
(equity) di suatu perusahaan. Terkait dengan perbankan khususnya
perkreditan, debt to equity swap merupakan kegiatan penyertaan modal
sementara dalam rangka penyelamatan kredit dalam bentuk penyertaan
modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan
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kredit, yaitu dengan mengubah utang debitur menjadi penyertaan modal
bank pada perusahaan debitur.
6. Perjanjian Penyelesaian Hutang
Merupakan penyelesaian tunggakan kewajiban debitur secara angsuran
yang didudukkan dalam suatu Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang.
Tunggakan yang dimaksud adalah tunggakan bunga dan tunggakan
kewajiban lainnya diluar hutang pokok, baik on balance sheet maupun off
balance sheet.
C. Posedur Penyelesain Kredit Macet
Penyelamatan kredit yang sudah diuraikan kadangkala tidak cukup
membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun
mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait fasilitas kredit
yang diberikan. Dalam kondisi ini mau tidak mau bank harus dapat
mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui
penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan
oleh pihak bank dimana setelah dilakukan identivikasi, evaluasi dan tindakan
penyelamatan.
Bank sendiri meyakini bahwa debitur yang sudah tidak mempunyai
prospek untuk melaksanakan kewajibannya terkait fasilitas kredit yang
diberikan termasuk sudah memasuki kategori kredit macet. Selain itu,
penyelesian kredit yang dilakukan oleh pihak bank adalah untuk
mengamankan bank dari risiko kerugian yang semakin besar melalui upaya
pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Adapun
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langkah – langkah yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Klaten dalam
menindaklanjuti surat dari Otoritas Jasa Keuangan Solo No.S-
248/KO.421/2014 tentang Perkembangan Kinerja bank, maka PD. BPR Bank
Klaten menyampaikan action plan terkait penyelesain kredit macet adalah
sebagai berikut :
1. Untuk debitur kurang lancar (kolek 2)
 Pemetaan debitur sesuai wilayah dan nominal, artinya
mengklasifikasikan debitur sesuai dengan wilayah dan nominal yg
diajukan dalam permohonan kredit.
 Di SMS, di telepon, artinya melakukan pemberitahuan atau
mengingatkan bahwa sudah mendekati jatuh tempo melaksanakan
kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati oleh debitur dan
bank.
 Dikunjungi / ditagih dari rumah kerumah sambil pembinaan
nasabah, artinya bank melakukan upaya penagihan kepada debitur
untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank (tunggakan
pokok, angsuran denda, dan biaya lainnya) serta melakukan
pembinaan terhadap nasabah / debitur.
 Ditagih secara intensif baik lisan maupun tertulis dengan perincian
tunggakan pokok + bunga + denda.
2. Untuk debitur diragukan (KOLEK 3)
 Pemetaan debitur sesuai wilayah, nominal dan penyebab terjadinya
tunggakan, artinya sama seperti sebelumnya yaitu
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mengklasifikasikan debitur sesuai wilayah dan nominal pinjaman
serta dirincikan penyebab terjadi tunggakan.
 Diberikan surat tagihan / panggilan, bila perlu dengan tembusan
kepada RT.RW, Pemerintah Desa setempat dan ke Instansi / atasan
tempat bekerja bagi PNS / karyawan.
 Diberikan Surat Peringatan (SP I, SP II bila perlu sampai SP III),
isi surat peringatan tersebut adalah sebuah peringatan agar debitur
segera melaksanakan kewajibannya atau akan dilakukan tindakan
lebih lanjut seperti pengajuan lelang.
 Dilakukan restrukturisasi bila memungkinkan, artinya melakukan
upaya penyelamatan dengan mengubah syarat – syarat yang
sebelumnya disepakati dalam perjanjian.
 Dibantu take over ke bank / lembaga keuangan lain
 Negosiasi penjualan jaminan / aset secara suka rela, artinya pihak
bank melakukan negosiasi dengan debitur untuk menjual jaminan /
aset mereka jika mereka belum melaksanakan kewajibannya
melunasi pinjaman.
 Mencari mediasi kepada keluarga / ahli waris / orang yang disegani
/ instansi terkait, artinya melakukan pendekatan kepada seseorang
yang dekat dengan debitur khususnya keluarga dan melakukan
pembinaan agar debitur dapat melunasi kewajibannya.
 Melakukan peningkatan pengikatan dari SKMHT ke APHT untuk
memperkuat legal aspek.
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3. Untuk debitur macet (KOLEK 4)
 Pemetaan debitur sesuai wilayah, nominal dan permasalahannya,
melakukan klasifikasi debitur sesuai wilayah dan nominal dan
permasalahan / penyebabnya.
 Ditagih / dipanggi l secara intensif dengan terperinci tunggakan
pokok + bunga + denda serta biaya – biaya lain yang timbul
apabila diselesaikan melalui jalur hukum.
 Penagihan melalui Jasa Lembaga Bantuan Hukum (lawyer), saat
ini sudah berjalan.
 Diberi surat pemberitahuan akan diadakannya Appraisal
(penilaian) sebagai syarat ke KPKNL (sebagai langkah awal),
artinya akan diberitahu bahwa akan diadakan penilaian sebelum
diajukan pelelangan ke KPKNL.
 Dilaksanakan Appraisal (penilaian) untuk memperlancar proses ke
KPKNL / Pelelangan (rencana yang akan diajukan), artinya sudah
dilakukan penilaian sebelum diajukan ke KPKNL.
 Diberi surat pemberitahuan akan diajukan lelang (sebagai langkah
awal), artinya debitur diberitahukan bahwa akan diajukan lelang
oleh KPKNL.
 Dilaksanakan lelang barang jaminan (eksekusi) Hak Tanggungan
ke KPKNL, artinya jika memang belum ada tindakan dari debitur
untuk melaksanakan kewajibannya, maka akan dilaksanakan lelang
barang jaminan Hak Tanggungan ke KPKNL.
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 Melaksanakan write off, artinya jika sebelum dilakukan pelelangan
(di tengah proses akan dilaksanakan pelelangan) debitur sudah
melakukan kewajibannya maka akan dilakukan tutup buku atau
istilahnya dihapus dari buku perihal kewajibannya yang belum
dilaksanakan.
Contoh kasus yang terjadi pada nasabah PD. BPR Bank Klaten
1. Pak Jr mengajukan permohonan kredit misal 400 juta untuk membuat
perumahan tipe sederhana sejumlah 3 rumah yang mana nantinya akan
dijual kembali. Berhubung agunan bukan atas nama peminjam, maka
disertai dengan surat pernyataan bahwa tanah boleh diagunkan. Pada saat
itu bank belum berani memutuskan kelayakan pinjaman sebelum
melakukan verifikasi terhadap tanah yang diagunkan. Setelah dilakukan
verifikasi, bank menganggap pinjaman Pak Jr layak untuk direalisasikan
dengan nominal 400 juta, tidak berupah dengan agunan sebidang tanah
milik Bapak Ar. Dalam perjalanan usahanya tersebut hingga masa
tenggang waktu pengembalian pinjaman Pak Jr belum melaksanakan
kewajibannya, maka hal tersebut dikategorikan macet oleh pihak bank.
Adapun faktor penyebab kredit dari Pak Jr macet adalah sebagai berikut :
1. Rumah yang dibangun tidak cepat laku
2. Tidak bisa mencari alternatif lain untuk melaksanakan kewajibannya
terhadap bank.
3. Debitur relatif tidak sunguh – sunguh karena tanah yang di agunkan
bukan tanah milik hak debitur.
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Prosedur Penyelesaian
Kategori dari masalah tersebut di atas, maka hal yang terjadi sudah
termasuk kolek 4. Maka penyelesaiannya adalah pihak utusan PD. BPR Bank
Klaten melakukan langkah – langkah sesuai dengan kebijakan PD. BPR Bank
Klaten hasil tindaklanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan Solo No.S-
248/KO.421/2014 tentang Perkembangan Kinerja bank, yaitu sebagai berikut :
1. Pemetaan debitur sesuai wilayah, nominal dan permasalahannya,
melakukan klasifikasi debitur sesuai wilayah dan nominal dan
permasalahan / penyebabnya. Pihak utusan bank melakukan pemetaan
terhadap pak Jr beserta masalah dan penyebabnya.
2. Ditagih / dipanggi l secara intensif dengan terperinci tunggakan pokok +
bunga + denda serta biaya – biaya lain yang timbul apabila diselesaikan
melalui jalur hukum. Pihak utusan bank melakukan pemanggilan melalui
surat peringatan atau via sms atau telepon secara intensif.
3. Berhubung tidak ada tanggapan, maka dilakukan penagihan melalui Jasa
Lembaga Bantuan Hukum (lawyer).
4. Karena masih belum ada tanggapan, maka Pak Jr diberi surat
pemberitahuan akan diadakannya appraisal (penilaian) sebagai syarat ke
KPKNL (sebagai langkah awal), artinya akan diberitahu bahwa akan
diadakan penilaian sebelum diajukan pelelangan ke KPKNL.
5. Dilaksanakan appraisal (penilaian) untuk memperlancar proses ke
KPKNL / Pelelangan (rencana yang akan diajukan), artinya sudah
dilakukan penilaian sebelum diajukan ke KPKNL.
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6. Berhubung tidak ada tanggapan, maka Pak Jr diberi surat pemberitahuan
akan diajukan lelang (sebagai langkah awal), artinya debitur diberitahukan
bahwa akan diajukan lelang oleh KPKNL.
7. Dilaksanakan lelang barang jaminan (eksekusi) Hak Tanggungan ke
KPKNL karena belum ada tindakan dari Pak Jr, artinya jika memang
belum ada tindakan dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, maka
akan dilaksanakan lelang barang jaminan Hak Tanggungan ke KPKNL.
8. Melaksanakan write off, artinya jika sudah dilakukan pelelangan debitur
sudah melakukan kewajibannya maka akan dilakukan tutup buku atau





Berdasarkan uraian dan pembahasan yang sebelumnya mengenai
prosedur penyelesaian kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor penyebab dapat terjadinya kredit macet pada PD. BPR
Bank Klaten adalah faktor internal dan juga eksternal. Faktor
eksternal tersebut adalah dikarenakan adanya bencana alam.
Sedangkan faktor internal dibedakan menjadi dua sisi, yaitu
dari sisi debitur dan dari sisi bank. Dari sisi debitur yaitu
adanya unsur kesengajaan dari debitur sendiri, yaitu debitur
tidak memiliki itikad yang baik. Yang sering terjadi adalah para
debitur menggunakan agunan yang bukan hak milik sendiri,
sehingga menimbulkan sikap yang relatif tidak bersungguh –
sungguh karena agunan bukan milik sendiri. Akibatnya, sikap
yang tidak sungguh – sungguh menimbulkan kerugian sendiri
bagi pihak debitur karena tidak mampu melaksanakan
kewajiban melunasi pinjaman terhadap bank. Sedangkan dari
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pihak bank adalah pihak bank yang kurang teliti dalam
menganalisis kredit sehingga mengakibatkan ketidaktepatan
penilaian risiko.
2. Prosedur penyelesaian kredit macet pada PD. BPR Bank Klaten
berjalan semakin baik. PD. BPR Bank Klaten melaksanakan
penyelesaian kredit macet dengan menindaklanjuti surat dari
Otoritas Jasa Keuangan Solo No.S-248/KO.421/2014 tentang
Perkembangan Kinerja bank.
3. Pada dasarnya tipe debitur memiliki unsur dalam melaksanakan
kewajibannya terhadap bank dibedakan menjadi dua, yaitu
debitur yang memiliki kemampuan dan debitur yang memiliki
kemamuan. Ada tipe debitur yang memiliki kemampuan dan
kemauan dalam melaksakan kewajibannya terhadapa bank.
Ada pula yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki
kemauan, begitu seterusnya. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel





TIDAK ADA TIDAK ADA
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B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba
memberikan saran dengan segala keterbatasannya dan diharapkan dapat
bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran yang penulis berikan sebagai
berikut :
1. Untuk meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kredit sebelum
disalurkan kepada debitur agar tidak menimbulkan risiko kemacetan,
sehingga tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi debitur maupun
bank khususnya.
2. Dalam menangani dan menghadapi kredit macet, PD. BPR Bank
Klaten hendaknya lebih hati – hati dalam memverifikasi kelayakan
pinjaman dan dalam pendekatan yang dilakukan lebih kreatif sehingga
mampu membujuk debitur dengan penjelasan tentang kerugian apabila
pihak bank mengajukan permohonan ekseskusi terhadap agunan.
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